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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 
pada Dinas Pariwisata Kota Jayapura” dengan titik berat masalah pada bagaimana Pelaksanaan Tata 
Kelola Pemerintahan (Good Governance) yang berada dalam lingkungan Dinas Pariwisata Kota Jayapura, 
yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Dinas Pariwisata Kota 
Jayapura. 
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang berupaya 
menggambarkan fenomena tentang suatu peristiwa atau kejadian mengenai sesuatu hal, dengan mengambil 
organisasi dan menetapkan Dinas Pariwisata Kota Jayapura sebagai unit analisis dan fokus penelitian 
dengan melihat hubungannya terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Peneliti menentukan 
teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti yang 
didasarkan pada orang-orang berkompeten dengan pokok permasalahan yang dikaji, sehingga sampel 
dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 34 responden dengan metode pengumpulan data yaitu melalui 
penyebaran kuesioner terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada 
Dinas Pariwisata Kota Jayapura. 
Pada hasil variabel penelitian Good Governance diperoleh kategori “Baik” atau sebesar 3,67  dan  
dari 9 indikator yang digunakan diperoleh hasil dimana 5 indikator berada pada kategori “Baik”  yaitu 
mengenai 1) Pengawasan; 2) Daya Tanggap; 3) Profesionalisme; 4) Transparansi dan 5) Penegak Hukum, 
sementara 4 indikator di antaranya berada pada kategori “Cukup Baik” namun belum maksimal yaitu 1) 
Efisiensi & Efektifitas; 2) Kesetaraan; 3) Wawasan Kedepan; dan 4) Partisipasi. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan 
kebijakan negara yang demokratis dalam era 
globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan 
menguatnya kontrol masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena 
globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan 
antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-
sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. 
Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang 
semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor 
internasional, yaitu konsep tata kepemerintahan 
yang baik (good governance), sekarang menjadi 
salah satu kata kunci dalam wacana untuk 
membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di 
Indonesia. 
Konseptualisasi good governance lebih 
menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena 
penyelenggaraan Negara yang demokratis menjadi 
syarat mutlak bagi terwujudnya good governance, 
yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab, 
transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, 
ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor 
institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-
nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai 
setiap langkah governance. 
Adanya perspektif yang berbeda dalam 
menjelaskan konsep good governance maka tidak 
mengherankan kalau kemudian terdapat banyak 
pemahaman yang berbeda-beda mengenai good 
governance. Namun, secara umum ada beberapa 
karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik 
governance yang baik. Pertama, praktik governance 
yang baik harus memberi ruang kepada aktor 
lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara 
optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga 
memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan 
lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti 
masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, 
dalam praktik governance yang baik terkandung 
nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih 
efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan 
bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan 
daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, 
praktik governance yang baik adalah praktik 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik 
KKN dan berorientasi pada kepentingan publik. 
Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika 
mampu mewujudkan transparansi, penegakan 
hukum, dan akuntabilitas publik. 
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Strategi jitu perlu diambil oleh pemerintah 
dalam  praktik governance yang baik. Luasnya 
cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas dari 
setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumber 
daya dan kapasitas pemerintah dan juga non-
pemerintah untuk melakukan pembaharuan praktik 
governance mengharuskan pemerintah mengambil 
pilihan yang strategis dalam memulai 
pengembangan praktik governance yang baik. 
Pembaharuan praktik governance, yang dalam 
banyak hal masih mencirikan bad governance 
menuju pada praktik governance yang baik, dapat 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas 
pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, 
sejauh perubahan tersebut secara konsisten 
mengarah pada perwujudan ketiga karakteristik 
praktik pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan 
di atas. 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini 
dilakukan dengan mengambil judul 
“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang 
baik (Good Governance) Pada Dinas Pariwisata 
Kota Jayapura” 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana Mana Pelaksanaan Tata Kelola 
Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata Kota Jayapura” 
? 
C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan pada Dinas Pariwisata Kota Jayapura 
? 
2. Manfaat  Penelitian 
Dari tujuan tersebut diatas maka manfaat yang 
diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, 
yakni sebagai berikut : 
1) Penulis dapat memberikan gambaran mengenai 
keberadaan Dinas Pariwisata Kota Jayapura; 
2) Penulis dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi peningkatan pelayanan yang 
baik kepada para kepala kampung maupun 
kepada masyarakat yang ada di Kota Jayapura. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian 
Pemerintahan atau “Government” dalam 
bahasa inggris diartikan sebagai: “The authoritative 
direction and administration of the affairs of 
men/women in a nation, state, city, etc.”atau dalam 
bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan 
administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-
orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan 
sebagainya’. Bisa juga berarti “The governing body 
of a nation, state, city, etc.” Atau lembaga atau 
badan yang menyelenggarakan pemerintahan 
Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. 
Sedangkan istilah “Kepemerintahan” atau 
dalam bahasa Inggris “governance” yaitu “the act, 
fact, manner of governing”, berarti: “Tindakan, 
fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan 
pemerintahan”. Dengan demikian “governance” 
adalah suatu kegiatan atau (proses) sebagaimana 
dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa 
governance lebih merupakan “serangkaian proses 
interaksi social politik antara pemerintahan dengan 
masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat dan intervensi 
pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. 
Istilah “governance” tidak hanya berarti 
kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga 
mengandung arti pengurusan, pengelolaan, 
pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa 
juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak 
mengherankan apabila terdapat istilah public 
governance, private governance, corporate 
governance and banking governance.Governance 
sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian 
berkembang dan menjadi populer dengan sebutan 
kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya 
disebut kepemerintahan yang baik (good 
governance).  
2. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE 
Prinsip Good Governance Menurut 
Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan 
Daerah Yang Baik, di Sepakati Anggota : Asosiasi 
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 
(APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten 
Seluruh Indonesia (ADKSI), dan Asosiasi DPRD 
Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2001, 16 
1. Prinsip Partisipasi, meliputi: Meningkatnya 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, 
Meningkatnya jumlah masyarakat yang 
berpartisipasi dalam  pembangunan daerah, 
Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan 
(kritik dan saran) untuk pembangunan daerah 
dan terjadinya perubahan sikap masyarakat 
menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah 
pembangunan. 
2. Prinsip Penegakan Hukum yang meliputi: 
Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran 
hokum, Meningkatnya (Ketepatan dan 
kepastian) proses penegakan hukum, 
Berlakunya nilai / norma di masyarakat (living 
law) dan Adanya kepercayan Masyarakat pada 
aparat penegak hukum sebagai pembela 
kebenaran. 
3. Prinsip Transparansi, yang meliputi: 
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan 
masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintah daerah, Meningkatnya kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, 
Meningkatnya jumlah masyarakat yang 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan 
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Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
4. Prinsip Kesetaraan 
- Berkurangnya kasus diskriminasi, 
- Meningkatnya kesetaraan gender, 
- Meningkatnya pengisian jabatan sesuai 
ketentuan mengenai kesetaraan gender. 
5. Prinsip Daya Tanggap 
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah, 
- Timbulnya kesadaran masyarakat,  
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah 
dan berkurangnya jumlah pengaduan. 
6. Prinsip Wawasan Kedepan 
- Adanya visi dan strategi yang jelas dan 
mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, 
- Adanya dukungan dari pelaku dalam 
pelaksanaan visi dan strategi, dan 
- Adanya Kesesuaian Konsistensi antara 
perencanaan dan anggaran. 
7. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas 
- Meningkatnya kesejahteraan dan nilai 
tambahan dari pelayanan masyarakat 
- Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan 
- Berkurangnya biaya operasional pelayanan 
- Prospek memperoleh standar ISO pelayanan 
- Dilakukannya swastanisasi pelayanan 
masyarakat 
8. Prinsip Profesionalisme  
- Meningkatnya kesejahteraan dan nilai 
tambahan dari pelayanan masyarakat 
- Berkurangnya pengaduan masyarakat 
- Berkurangnya KKN 
- Prospek mendapatkan ISO pelayanan 
- Dilaksanakannya “Fit and Proper” test 
terhadap PNS 
9. Prinsip Pengawasan 
- Meningkatnya masukan dari masyarakat 
terhadap penyimpangan (kebocoran, 
pemborosan, penyalagunaan wewenang dan 
lain-lain) melalui media massa 
- Berkurangnya penyimpangan-penyimpangan. 
B. Variabel dan Indikator 
Variabel dalam penelitian ini mengacu pada 
(Prinsip Good Governance Menurut Musyawarah 
Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah Yang 
Baik, di Sepakati Anggota : Asosiasi Pemerintah 
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia 
(ADKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh 
Indonesia (ADEKSI) Tahun 2001; Hal 16 oleh 
(Sedarmayanti) di antaranya : Pengawasan, Daya 
Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan efektifitas, 
Transparansi, Kesetaraan, Wawasan Kedepan, 
Partisipasi dan Penegakan  Hukum 
C. Kerangka Konseptual 
Gambar Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
III. METODOLOGI  PENELITIAN 
A. Tipe dan Dasar Penelitian 
Penulis dalam melakukan penelitian ini, 
menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu  kondisi, 
suatu system pemikiran atau suatu peristiwa pada 
masa sekarang. Tujuan dari peneliti deskriptif ini 
adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antara fenomena yang diselidiki. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah himpunan individu atau obyek 
yang banyaknya terbatas dan tidak terbatas. Dengan 
demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pegawai pada Dinas Pariwisata Kota 
Jayapura yang berjumlah 34 orang. Adapun teknik 
pengambilan sampel yaitu total sampling (sampel 
jenuh) karena populasi kurang dari 100 orang, maka 
jumlah sampel ditetapkan sebanyak 34 responden. 
C. Instrument Pengumpulan Data 
1. Teknik Observasi 
Menurut Arikunto (1986-123) menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan observasi adalah 
"Pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 
terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh 
alat indera, apa yang dikatakan ini sebenarnya 
adalah pengamatan langsung. Dimana dalam 
observasi terdapat dua cara observasi diantaranya 
yaitu : Cara Pendekatan dan Cara Partisipasi 
Dalam Penelitian ini peneliti lebih banyak 
menggunakan teknik observasi dengan cara 
a. Pengawasan 
b. Daya Tanggap 
c. Profesionalisme 
d. Efisiensi dan Efektifitas 
e. Transparansi 
f. Kesetaraan 
g. Wawasan Kedepan 
h. Partisipasi 
i. Penegak Hukum 
TATA KELOLA 
PEMERINTAHAN 
DINAS PARIWISATA 
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pendekatan agar dapat menjaga hubungan baik 
antara peneliti dan yang diteliti. 
2. Kuisioner 
Kuisioner adalah usaha mengumpulkan 
informasi dengan menyampaikan sejumlah 
pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 
responden Pabundu (2006:60) pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam angket sebaiknya 
mengarah kepada permasalahan, dan tujuan dari 
penelitian. Menurut Surachmad dan Pabundu 
(2006:60) angket bersifat kooperatif dalam arti 
responden diharapkan bekerja sama dalam 
menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan peneliti secara tertulis sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk yang diberikan. 
3. Studi  Kepustakaan 
Hadari Nawawi (2003:169) mengatakan bahwa 
yang dimaksudkan dengan studi kepustakaan adalah 
mempelajari arsip atau dokumen, maka teknik itu 
disebut teknik dokumenter, yakni cara 
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 
peninggalan itu dapat berupa arsip-arsip dan buku-
buku sehingga sering dinamakan Studi Literatur 
(book survey) atau studi kepustakaan (library 
survey). 
D.  Teknik Analisa Data 
1. Editing, Pengolahan data tahap pertama yakni, 
dengan memeriksa kembali semua jawaban 
yang masuk, apakah data dimaksud sudah 
sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, 
hal ini untuk menghindari adanya data yang 
kurang sesuai. 
2. Koding, Setelah melalui pemeriksan data, 
kemudian penulis lanjutkan dengan 
mencantumkan kode tahap unit-unit 
pertanyaan, ini dimaksudkan untuk 
mempermudah dalam mengidentifikasi data 
dari setiap jawaban yang dianggap memenuhi 
kriteria yang dibutuhkan. 
3. Tabulation, Adalah proses pemasukan data 
kedalam tabel yang telah dipersiapkan 
sebelumnya menurut indikatornya masing-
masing agar mudah di baca, 
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pengawasan 
Untuk melihat secara mendalam berkaitan 
dengan hal tersebut diatas, maka hasil 
pengolahandata dalam bentuk tabel frekuensi, di 
peroleh hasil seperti berikut dibawah ini :
 
Tabel 1 Tanggapan responden tentang Pengawasan 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 15 orang atau sebesar 
(44,12%), yang menjawab “Baik” sebanyak 11 
orang atau sebesar (32,35%), yang menjawab 
“Cukup Baik” sebanyak 7 orang atau sebesar 
(20,58%) dan yang menjawab ”Tidak Baik” 
sebanyak 1 orang atau sebesar (2,94%). 
2. Daya Tanggap 
Untuk melihat secara mendalam berkaitan 
dengan hal tersebut diatas,maka hasil pengolahan 
data dalam bentuk tabel frekuensi, diperoleh hasil 
seperti berikut dibawah ini :
 
Tabel 2 Tanggapan responden tentang Daya Tanggap 
 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen 
(%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 15 5 75 2,2 44,12%  
 
Baik 
2. Baik 11 4 44 1,3 32,35% 
3. Cukup Baik 7 3 21 0,6 20,58% 
4. Kurang Baik - 2 - - - 
5. Tidak Baik 1 1 1 0,02 2,94% 
Jumlah 34 orang  141 4,12 100% 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen 
(%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 9 5 45 1,32 26,47%  
 
Baik 
2. Baik 16 4 64 1,88 47,06% 
3. Cukup Baik 8 3 24 0,70 23,53% 
4. Kurang Baik - 2 - - - 
5. Tidak Baik 1 1 1 0,02 2,94% 
Jumlah 34 orang  134 3,92 100% 
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Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 9 orang atau sebesar 
(26,47%), yang menjawab “Baik” sebanyak 16 
orang atau sebesar (47,06%), dan sebagian kecil 
yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 8 orang 
atau sebesar (23,53%) sedangkan yang menjawab 
“Tidak Baik” sebanyak 1 orang atau sebesar 
(2,94%). 
3. Profesionalisme 
Untuk melihat secara mendalam berkaitan 
dengan hal tersebut di atas, maka hasil pengolahan 
data dalam bentuk tabel frekuensi, diperoleh hasil 
seperti berikut dibawah ini : 
 
Tabel 3 Tanggapan responden tentang Profesionalisme 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 13 orang atau sebesar 
(38,23%), yang menjawab “Baik” sebanyak 11 
orang atau sebesar (32,35%), dan sebagian kecil 
yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 9 orang 
atau sebesar (26,47%) juga “Tidak Baik” sebanyak 1 
orang atau sebesar (2,94%). 
4. Efisiensi dan Efektifitas 
Untuk melihat secara lebih mendalam 
berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hasil 
pengolahan data dalam bentuk tabel frekuensi, 
diperoleh hasil seperti berikut dibawah ini :
 
Tabel 4 Tanggapan responden tentang Efisiensi dan Efektifitas 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 5 orang atau sebesar 
(14,70%), yang menjawab “Baik” sebanyak 10 
orang atau sebesar (29,41%), yang menjawab 
“Cukup Baik” sebanyak 6 orang atau sebesar 
(17,65%), yang  menjawab “Kurang Baik” sebanyak 
11 orang atau sebesar (32,35%), dan yang menjawab 
“Tidak Baik” sebanyak 2 orang atau sebesar (5,88%) 
5. Transparansi  
Untuk melihat secara lebih mendalam 
berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hasil 
pengolahan data dalam bentuk tabel frekuensi, 
diperoleh hasil seperti berikut dibawah ini :
 
Tabel 5 Tanggapan responden tentang Transparansi 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 12 orang atau sebesar 
(35,29%), yang menjawab “Baik” sebanyak 14 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen 
(%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 13 5 65 1,91 38,23%  
 
Baik 
2. Baik 11 4 44 1,29 32,35% 
3. Cukup Baik 9 3 27 0,79 26,47% 
4. Kurang Baik - 2 - - - 
5. Tidak Baik 1 1 1 0,02 2,94% 
Jumlah 34 orang  137 4,01 100% 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen (%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 5 5 25 0,73 14,70%  
 
Cukup 
Baik 
2. Baik 10 4 40 1,17 29,41% 
3. Cukup Baik 6 3 18 0,53 17,65 
4. Kurang Baik 11 2 22 0,65 32,35% 
5. Tidak Baik 2 1 2 0,05 5,88% 
Jumlah 34 orang  107 3,13 100% 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen (%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 12 5 60 1,76 35,29%  
 
Baik 
2. Baik 14 4 56 1,65 41,17% 
3. Cukup Baik 7 3 21 0,62 20,58% 
4. Kurang Baik - 2 - - - 
5. Tidak Baik  1 1 1 0,02 2,94% 
Jumlah 34 orang  138 4,05 100% 
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orang atau sebesar (41,17%), yang menjawab 
“Cukup Baik” sebanyak 7 orang atau sebesar 
(20,58%), dan yang menjawab “Tidak Baik” 
sebanyak 1 orang atau sebesar (2,94%). 
6. Kesetaraan  
Untuk melihat secara lebih mendalam 
berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hasil 
pengolahan data dalam bentuk tabel frekuensi, 
diperoleh hasil seperti berikut dibawah ini :
Tabel 6 Tanggapan responden tentang Kesetaraan 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 6 orang atau sebesar 
(17,65%), yang menjawab “Baik” sebanyak 9 orang 
atau sebesar (26,47%), yang menjawab “Cukup 
Baik” sebanyak 14 orang atau sebesar (41,17%), 
yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 3 orang 
atau sebesar (8,82%), dan menjawab “Tidak Baik” 
sebanyak 2 orang atau sebesar (5,88%). 
7. Wawasan Kedepan 
Untuk melihat secara mendalam berkaitan 
dengan hal tersebut di atas, maka hasil pengolahan 
data dalam bentuk tabel frekuensi, diperoleh hasil 
seperti berikut dibawah ini :
Tabel 7 Tanggapan responden tentang Wawasan Kedepan 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 5 orang atau sebesar 
(14,70%), yang menjawab “Baik” sebanyak 9 orang 
atau sebesar (26,47%), yang menjawab “Cukup 
Baik” sebanyak 10 orang atau sebesar (29,41%), 
yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 6 orang 
atau sebesar (17,65%), dan menjawab “Tidak Baik” 
sebanyak 4 orang atau sebesar (11,76%). 
8. Partisipasi 
Untuk melihat secara lebih mendalam 
berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hasil 
pengolahan data dalam bentuk tabel frekuensi, 
diperoleh hasil seperti berikut dibawah ini :
Tabel 8 Tanggapan responden tentang Partisipasi 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 6 orang atau sebesar 
(17,65%), yang menjawab “Baik” sebanyak 10 
orang atau sebesar (29,41%), yang menjawab 
“Cukup Baik” sebanyak 13 orang atau sebesar 
(38,23%), dan yang menjawab “Tidak Baik” 
sebanyak 5 orang atau sebesar (14,70%). 
9. Penegak Hukum 
Untuk melihat secara lebih mendalam 
berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka hasil 
pengolahan data dalam bentuk tabel frekuensi, 
diperoleh hasil seperti berikut dibawah ini :
 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen (%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 6 5 30 0,88 17,65%  
 
Cukup 
Baik 
2. Baik 9 4 36 1,06 26,47% 
3. Cukup Baik 14 3 42 1,23 41,17% 
4. Kurang Baik 3 2 6 0,17 8,82% 
5. Tidak Baik 2 1 2 0,06 5,88% 
Jumlah 34 Orang  116 3,4 100% 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen (%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 5 5 25 0,73 14,70%  
 
Cukup 
Baik 
2. Baik 9 4 36 1,06 26,47% 
3. Cukup Baik 10 3 30 0,88 29,41% 
4. Kurang Baik 6 2 12 0,35 17,65% 
5. Tidak Baik 4 1 4 0,12 11,76% 
Jumlah 34 orang  107 3,14 100% 
 
No. 
Tanggapan 
Responden 
 
Frekuensi 
 
Bobot 
 
(FXB) 
 
Skor 
 
Persen (%) 
 
Kategori 
1. Sangat Baik 6 5 30 0,88 17,65%  
 
Cukup 
Baik 
2. Baik 10 4 40 1,17 29,41% 
3. Cukup Baik 13 3 39 1,15 38,23% 
4. Kurang Baik - 2 - - - 
5. Tidak Baik 5 1 5 0,15 14,70% 
Jumlah 34 orang  114 3,35 100% 
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Tabel 9 Tanggapan responden tentang Penegak Hukum 
 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan tanggapan responden di atas, 
maka mayoritas jawaban responden yang menjawab 
“Sangat Baik” sebanyak 11 orang atau sebesar 
(32,35%), yang menjawab “Baik” sebanyak 13 
orang atau sebesar (38,23%), yang menjawab 
“Cukup Baik” sebanyak 8 orang atau sebesar 
(23,53%), yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 
1 orang atau sebesar (2,94%), dan menjawab “Tidak 
Baik” sebanyak 1 orang atau sebesar (2,94%). 
Berdasarkan hasil interpretasi data pada 
variabel diatas yaitu variabel Good Governance 
penyelenggaran tata kelola pemerintahn yang baik, 
dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, 
maka untuk lebih memperjelas berkaitan dengan 
hasil tersebut, berikut penelisti paparkan rekapitulasi 
yaitu sebagai berikut.
 
Tabel 10 Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Kategori Kesimpulan 
 
 
 
Good Governance 
Pengawasan 4,12  
 
 
 
Baik 
Daya Tanggap 3,92 
Profesionalisme 4,01 
Efisiensi & Efektifitas 3,13 
Transparansi 4,05 
Kesetaraan 3,4 
Wawasan  Kedepan 3,14 
Partisipasi 3,35 
Penegak Hukum 3,92 
  33,04 : 9 = 3,67 
(Sumber : Data di olah 2017) 
Berdasarkan pada tabel variabel tersebut, maka 
dapat disimpulkan, dimana sejauh ini secara umum 
prinsip-prinsip Good Governance pada Dinas 
Pariwisata Kota Jayapura sudah berjalan sesuai 
harapan. 
V. KESIMPULAN  
Pada hasil variabel penelitian Good 
Governance diperoleh kategori “Baik” atau sebesar 
3,67  dan  dari 9 indikator yang digunakan diperoleh 
hasil dimana : 
1. Lima (5)  indikator berada pada kategori “Baik” 
yaitu : 
a. Pengawasan 
b. Daya Tanggap 
c. Profesionalisme 
d. Transparansi 
e. Penegak Hukum 
2. Sedangkan empat (4) indikator berada pada 
kategori “Cukup Baik” yaitu “ 
a. Efisiensi dan Efektifitas 
b. Kesetaraan 
c. Wawasan Kedepan 
d. Partisipasi 
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